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MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BERINTEGRITAS DALAM TATA PEMERINTAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Wayan Gede Suacana

Bagaimanapun cakapnya seseorang, 

dia tidak akan dapat menarik garis batas yang tegas 

antara tugas dan kekuasaan pemerintah pusat (nasional)

dengan tugas serta kekuasaan pemerintah daerah
(Wihelm von Humbold)

PENDAHULUAN

Tonggak awal gerakan demokrasi di Indonesia dimulai ketika Soeharto membacakan teks pidato keputusan untuk menyatakan berhenti dan lengser sebagai presiden, pukul 9.00 wib pagi 21 Mei 1998. Banyak orang yang menyaksikannya lewat layar kaca di saat bersejarah itu merasa terkejut dan tidak percaya dengan keputusan itu. Namun, mayoritas rakyat Indonesia kemudian tampak bergembira atas lengser-nya sang presiden yang pernah menorehkan prestasi, tetapi pada akhirnya prestasi itu tersapu oleh ketamakan dan kekacauan ekonomi politik (Philpott, 2003: 1) yang berujung pada krisis multidimensi.

Setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto dan kekuasaan rejim Orde Baru tersebut, bangsa Indonesia mulai menapaki sebuah masa transisi menuju demokrasi (Hiariej, 2004: 3) dan kepemerintahan demokratis (democratic governance). Transisi demokrasi  bukanlah istilah yang netral untuk menjelaskan transisi pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru. Hal ini bukan saja karena demokrasi tidak otomatis akan lahir sebagai pilihan transformatif  atau bahkan dimengerti sebagai proses alamiah yang linear pasca otoritarianisme, namun juga sesungguhnya sejak awal konsepsi demokrasi memang memungkinkan dipahami dalam beragam perspektif yang satu sama lain bahkan kadang tampak bertentangan
.

Selama kurun waktu itu, berbagai bentuk perubahan sosial
 telah terjadi di tengah dinamika dan pasang surut kehidupan demokrasi di negara ini. Namun  kondisi negara tampaknya masih jauh dari kepulihan, dan tetap diselimuti bayang-bayang ketidakpastian. Hal itu tercermin dari kegamangan aturan hukum, instabilitas politik serta ancaman disintegrasi bangsa. Di samping itu,  juga (masih) terjadi krisis ekonomi dan moneter, beban utang luar negeri, predikat negara terkorup, krisis kepemimpinan, serta konflik antar komponen bangsa. Kondisi memprihatinkan ini seakan memperkuat karakteristik berlangsungnya suatu fase yang dikenal dengan  infantilisme politik (Sumartana , 2002: 4)  

Sebagai sebuah sistem sosial, ekonomi dan kebudayaan, kondisi krisis dan fase infantilisme politik itu turut memperjelas karakteristik pembangunan politik Orde Baru. Dalam banyak hal, pembangunan politik Orde Baru tak ubahnya bagai “rumah kartu”, yang begitu cepat ambruk satu persatu terkena hantaman badai krisis. Dhakidae (2002:10) mendeskripsikan masa-masa kehidupan Orde Baru__diawali dengan kebohongan, dikembangkan oleh kekerasan, lantas diakhiri oleh  tragedi yang dramatis.

Transisi demokrasi yang tengah berlangsung telah menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yakni desentralisasi dan demokratisasi. Hal ini terlihat jelas dari adanya perubahan orientasi dari state centric ke society centric, dari isu government ke isu governance , dari politik tradisional ke politik transformatif (Eko, 2004: 19) serta dari sistem otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik (Dwipayana et.al, 2003: v). Dengan pergeseran format pengaturan politik ke aras lokal, lebih memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik relasi kekuasaan antara daerah-daerah dengan pusat serta membuat daerah kabupaten/ kota diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa harus diintervensi oleh pusat.

Pergeseran format pengaturan politik yang lebih mengarah ke aras lokal pada gilirannya telah menghasilkan desentralisasi kekuasaan melalui dua kali perubahan undang-undang, yaitu Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian diamandemen  lagi menjadi Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dibandingkan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, kedua undang-undang yang disebutkan terakhir  relatif memberikan peluang yang jauh lebih luas bagi daerah untuk mewujudkan kepemerintahan demokratis di daerah
, khususnya dalam hal pengaturan bidang sosial politik, ekonomi dan kebudayaan yang sebelumnya diatur secara terpusat. 

Pengalihan kekuasaan kepada daerah-daerah, dari orientasi sistem otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik, (dalam batas tertentu) juga telah memicu konsolidasi parameter-parameter primordialisme dalam komunitas politik lokal, yang bisa menyuburkan berkembangnya primordialisme yang ikut memperkuat  sentimen kedaerahan, kesukuan dan etnisitas secara berlebihan. Padahal, otonomi bukan dan tidak bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menjustifikasi penyangkalan terhadap keindonesiaan,  sekaligus sebagai pembenaran atas kebangkitan sikap egoisme kelompok (suku, agama, ras), eksklusivisme teritorial (wilayah, daerah, kawasan), serta sikap intoleran terhadap orang atau kelompok lain

 Hal ini antara lain terlihat dari semangat pembentukan propinsi-propinsi baru, seperti Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Timur. Otonomi daerah juga masih dipandang sebagai sebuah proses deteritorialisasi, yaitu transformasi batas-batas wilayah warisan masa lalu, yang di dalamnya dianggap terdapat berbagai bentuk ketidakadilan. Proses ini diikuti dengan reteritorialisasi, berupa klaim-klaim atas (batas-batas baru) wilayah   (dan sumber daya alamnya),   yang   dianggap   lebih   mencerminkan  keadilan (Piliang, 2003: 64). Berbagai cara daerah dalam merespon pemberian kebebasan dalam berotonomi tersebut, dari menargetkan peningkatan PAD semaksimal mungkin, hingga menuntut hak-hak otonomi khusus kepada pemerintah pusat.

Otonomi daerah yang idealnya mampu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dalam implementasinya ternyata hanya dimanfaatkan untuk keuntungan finansial dan politik segelintir elite lokal dengan menjadi “raja-raja” baru di daerah dengan perilaku korup. Berbagai kemelut masih kerap terjadi dalam pemilihan kepala daerah, yang tidak jarang disertai tindakan anarkis, mencerminkan betapa tajamnya konflik kepentingan kelompok elite politik pusat dengan aspirasi masyarakat “akar rumput” di daerah. Berbagai perilaku politik para pejabat dan elite politik baik di pusat maupun daerah cenderung menjadikan sistem kekeluargaan yang bersifat extended family ke arah sistem  patronase yang kental dengan budaya patrimonial. Sistem ini ternyata sangat permisif bagi berkembangnya partikularisme gaya baru dalam pemerintahan daerah. 

Berbagai problema otonomi daerah itu mengisyaratkan bahwa pergeseran format pengaturan politik di aras lokal maupun nasional, dari sifat sebelumnya yang otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralisitik telah banyak menimbulkan permasalahan di daerah. Namun, setidaknya pergeseran format itu telah menapaki jalan transisi menuju kehidupan bernegara yang lebih baik, yang  kemudian banyak memunculkan gagasan ideal tentang kepemerintahan demokratis (democratic governance). Kelahiran gagasan ini untuk mendorong negara berbagi kekuasaan ke samping dengan masyarakat sipil  (civil society) dan bisnis, ke bawah dengan masyarakat lokal, dan ke atas dengan institusi trans-nasional (Pratikno, 2004: 5).

Seiring berakhirnya hegemoni negara, gagasan ideal tersebut  perlu disertai upaya mendekonstruksi konsep otonomi daerah yang diberlakukan  selama ini  (Piliang, 2003: 64). Hegemoni negara selama ini terlihat dari dominasi dan kuatnya pengaruh pusat serta kecenderungan para elite politik yang masih state centris, memihak ke ‘atas’ daripada ke ‘bawah’ (masyarakat) sebagai implikasi dari sisa budaya feodal. Masyarakat masih ditempatkan dalam posisi kekuatan marjinal yang harus tunduk dan taat kepada apa pun keputusan elite pusat. Problema ini semakin kompleks karena menyangkut tidak hanya keterlepasan daerah dari hegemoni negara, memperluas otonomi daerah semata, tetapi juga tetap mempertahankan semangat dan euforia berotonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (kesatuan dalam keanekaragaman) sebagai manifestasi demokrasi ideal dalam masyarakat multikultural
. 

Disamping masalah otonomi daerah, masalah birokrasi pemerintah juga masih mencuat. Masalah birokrasi telah sejatinya telah ada mulai ada sejak zaman kolonial, orde lama, hingga orde baru. Hingga saat ini permasalahan birokrasi seperti budaya KKN yang dianggap wajar, pelayanan publik buruk, rendahnya sumber daya aparatur, mental birokrat yang feodal dan paternalistik kepada penguasa (monoloyalitas) tidak bisa lepas dari dampak rezim politik Soeharto yang menginginkan kekuasannya status quo (AIPI, 2012).

 Permasalahan birokrasi Indonesia mulai diperbaiki melalui program reformasi birokrasi  yang merupakan tuntutan reformasi pascakrisis ekonomi tahun 1997. Bappenas (2004) menegaskan bahwa reformasi bidang lainnya tidak akan berjalan dengan baik tanpa terlebih dahulu mereformasi birokrasi pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan agar birokrasi mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara lebih efisien dan efektif sehingga bisa terwujud clean government dan good governance. 

Dari sejumlah persoalan besar yang dihadapi  negeri  ini, dengan segala keterbatasan pemahaman tulisan ini hendak mencoba membahas secara singkat: 

1) Bagaimanakah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah ? 
2) Apakah tantangan dan kelemahan pemerintahan pusat terkait perluasan otonomi daerah ? 
3) Bagaimanakah  caranya untuk mengatasi tantangan dan kelemahan tersebut untuk menciptkan lingkungan berintegritas dalam tata pemerintahan di Indonesia ? 

PEMBAHASAN

· Desentralisasi  dan Otonomi Daerah 

Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah selalu berkaitan dan atau didahului oleh implementasi desentralisasi. Kebijakan desentralisasi sering dianggap sebagai alternatif untuk mencegah sentralisme birokrasi dan dalam keadaan yang bersamaan bisa mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta menumbuhkan demokrasi di/ dari bawah (Riwukaho, 1991:9). Dengan kata lain, seperti pandangan Profesor S.S. Mushi yang disampaikan pada Seminar on Decentralization in African Countries (1992:8), bahwa tidak akan ada kebijakan dan program pemerintah pusat yang akan mencapai sukses apabila tidak ada political will untuk melakukan desentralisasi.

Disamping itu, lembaga yang terdesentralisasi memiliki sejumlah keunggulan, yaitu: Pertama, lebih fleksibel karena dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang berubah. Kedua, dalam pelaksanaan jauh lebih efektif. Ketiga, lebih sering menumbukan inovasi, dan Keempat, menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen, dan lebih besar produktivitasnya (Osborne dan Gaebler, 1995:283-284). Menurut pengalaman, dalam pelaksanaan bidang-bidang tugas tertentu, sistem sentralisasi memang tidak dapat menjamin kesesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah dengan keadaan khusus di daerah-daerah.

Karena keputusan dibuat di tingkat bawah, maka desentralisasi dianggap lebih fleksibel daripada sentralisasi. Keputusan yang boleh dibuat di tingkat pelaksanaan (bawah), menjadikan pembuat keputusan bisa melakukan penghitungan sendiri, tanpa harus menunggu persetujuan atasan. Hal ini sering menghasilkan penghitungan yang lebih tepat dan menghasilkan pemecahan masalah lebih spesifik dan karena itu efektif.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan desentralisasi adalah pemberian otonomi daerah yang merupakan amanat konstitusional yang selama ini terhambat, kalau tidak dikukuhi oleh pemerintah pusat. Sebagai respon terhadap krisis penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistis, reformasi politik pasca Soeharto menempatkan isu otonomi daerah yang luas sebagai salah satu pilar utama. Pemerintah pusat tidak kuasa lagi mengukuhinya. Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah justru menjadi kesempatan untuk berbagi beban dalam mengatasi krisis ekonomi yang telah melilit bangsa ini selama beberapa tahun terakhir ini.

Format desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas diyakini dapat mengakomodasi empat hal paling sensitif dalam dunia politik, yakni sharing of power, sharing of revenue, empowering lokalitas serta pengakuan dan penghormatan terhadap identitas kedaerahan (Lay, 2003: 17). Namun, hal itu tidak cukup untuk menyembunyikan bahwa persoalan ini sungguh sangat kompleks. Sebagaimana pengakuan Karim (2003:57), tak ada persoalan pemerintahan di Indonesia yang implementasinya memiliki intensitas kesulitan setinggi desentralisasi politik dan otonomi daerah. Tak ada yang seperti makan buah simalakama bagi rakyat, sebagaimana desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Dengan kekuasaan terpusat di Jakarta, pemerintah dan daerah tak punya ruang gerak karena semua serba ditentukan dari atas. Sebaliknya, dengan kekuasaan disebarkan kepada daerah-daerah secara mendadak, pemerintah daerah kebanjiran kekuasaan namun tetap saja rakyat daerah tak mempunyai keleluasaan berarti—malah di banyak kasus, rakyat semakin didekatkan pada penindasnya akibat ‘negara’ di tingkat lokal yang menguat tiba-tiba. Juga dapat dikatakan, tak ada yang disikapi banyak orang sesinis otonomi daerah. Sebagian orang menyebut-nyebut desentralisasi dan otonomi daerah sebagai desentralisasi KKN karena memang kenyataannya ia turut memindahkan lokus partikularisme dari Jakarta ke daerah-daerah.

Konsekuensi dari kondisi ini adalah kompleksitas persoalan yang luar biasa dalam spektrum yang sangat luas dalam kerangka hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Sebagian merupakan persoalan-persoalan lama yang belum tuntas, dan sebagian yang lain merupakan persoalan-persoalan yang relatif baru (Lihat, Widodo (2001), Karim, 2003 dan Haris, 2005) seperti:  persoalan hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, persoalan ‘desentralisasi semu’ akibat logika kepartaian yang masih sangat sentralistis, penataan politik lokal, penguatan ‘daerahisme’, hubungan antar daerah, hubungan eksekutif dan legislatif daerah, hubungan negara dengan masyarakat pada tingkat lokal, penataan institusi dan mekanisme lokal.

Disamping itu, ada satu persoalan strategis yang jarang dicermati dalam pelaksanaan praktek penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu persoalan "keterbatasan cakrawala" dalam melihat proses otonomi itu sendiri. Otonomi daerah tetap hanya dilihat dalam cakrawala geo-politik yang terbatas, sebagai proses "terlepasnya" daerah-daerah dari pusat, yang kemudian diberikan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konteks kajian budaya (cultural studies)
, cara pandang demikian sering mengalami distorsi karena batas-batas geo-politik dan sosio-kultural sudah mencair dari kesatuan-kesatuan sosial yang ada sebelumnya. Implikasinya, provinsi /kabupaten / kota tidak lagi dapat menentukan, mendefinisikan diri dan lingkungannya dalam kerangka berpikir dan bertindak secara utuh sebagaimana sebelumnya. 

Otonomi daerah hanya dilihat sebagai sebuah proses deteritorialisasi, yaitu proses "pembongkaran" batas-batas teritorial warisan masa lalu (yang dianggap mengandung berbagai bentuk ketidakadilan), yang kemudian diikuti dengan proses reteritorialisasi, berupa pemancangan batas-batas baru teritorial yang otonom (yang dianggap lebih mengandung muatan keadilan). 

Otonomi daerah lebih dipandang sebagai sebuah proses "peralihan kekuasaan": dari model kekuasaan yang sebelumnya berkumpul ke pusat (sentripetal), menjadi model kekuasaan yang menjauh atau menyebar dari pusat (sentrifugal). Atau, peralihan dari proses kekuasaan yang "meledak" ke arah titik pusat (implosion), menjadi kekuasaan yang "meledak" ke arah menjauhi pusat (explosion)
. 

Perhatian kemudian terpusat pada bagaimana "segmen-segmen kekuasaan" yang terbentuk akibat "peledakan kekuasaan" tersebut mengatur dirinya sendiri (untuk urusan tertentu), membuat kebijaksanaan sendiri, dan membuat skenario bagi masa depannya sendiri. Otonomi daerah jarang dilihat dalam cakrawala yang lebih luas sebagai jaringan hubungan di antara segmen-segmen kekuasaan yang terbentuk. Cakrawala yang sempit ini kemudian menghasilkan tafsiran yang sempit terhadap prinsip otonomi, yang dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai bahaya: bahwa otonomi daerah akan semakin mendorong sikap egoisme kelompok (suku, agama, ras), eksklusivisme teritorial (wilayah, daerah, kawasan), primordialisme, serta sikap intoleran terhadap orang atau kelompok lain-the politics of monologism. 

· Tantangan Implementasi Desentralisasi 

Praktek demokratisasi dengan desentralisasi dan perluasan otonomi daerah yang sedang berlangsung oleh banyak kalangan dikhawatirkan akan menjadi ancaman serius bagi eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Konflik pusat-daerah dan gerakan menuntut kemerdekaan, konflik komunal, dan konlik kelas sedang membuat bahkan perbincangan tentang demokrasi menjadi tidak relevan jika keberadaan Indonesia sendiri berada di ujung tanduk. 

Meluasnya pendayagunaan sentimen primordialisme sebagai basis untuk menekan negara mengindikasikan masih primitifnya demokrasi kita. Dari sudut pandang demokrasi jika institusi-institusi formal yang dirakit secara organisatoris untuk menyangga demokrasi belum bisa merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka pertarungan politik dengan memobilisasi primordialisme akan terus berlanjut.

Dalam kerangka ini elemen penting yang harus dikembangkan dalam proses demokratisasi adalah penggalangan responsivitas negara. Argumen ini masuk akal kalau difahami bahwa esensi demokrasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Untuk itu ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan (Santoso, 2004:363-364); (Pratikno, 2005:25-38; Haris, 2005: 65-80), yaitu: 

Pertama, seberapa jauh demokrasi nasional dan demokrasi lokal berhasil dikembangkan dan seberapa besar demokrasi lokal bisa diintegrasikan dalam prosedur demokrasi nasional. Responsivitas yang dikembangkan tidak hanya pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga birokrasi pemerintah.

Kedua, sejauh mana demokrasi nasional yang dibangun berdasarkan demokrasi lokal tersebut dapat menciptakan eksistensi masyarakat lokal secara politik, ekonomi dan kultur dalam masyarakat politik nasional. 

Ketiga,  sejauh mana manajemen pemerintahan melakukan distribusi sumberdaya ekonomi, politik dan ekonomi lintas lokalitas sehingga tetap relevan mendukung negara bangsa (nation state), kohesi dan integrasi nasional . 

Keempat, sejauh mana penataan kembali hubungan pusat dan daerah yang lebih harmonis yang didasarkan pada kemitraan dan saling ketergantungan. Otonomi daerah yang diterapkan  tidak sama sekali mengacu kepada desentralisasi yang berlebih-lebihan, dan juga tidak mengarah kepada desentralisasi yang bebas tanpa kendali (Thoha, 1991b: 11). Dengan demikian, antara pemerintah pusat dan daerah akan tetap terjadi hubungan yang mutual dengan pola hubungan yang oleh Miftah Thoha (1991a: 159) dinyatakan dengan ungkapan:”Pusat pusatnya Daerah, dan Daerah daerahnya Pusat”.

Kelima, pelembagaan dimensi perwakilan tidak boleh menutup mata terhadap dimensi diskursifnya. Bergulirnya dikursus dominan/ besar membimbing proses pelembagaan tertentu. Untuk memfasilitasi demokrasi dalam tataran diskursif maka komunikasi politik yang bernuansa indoktrinasi harus dikonversi menjadi komunikasi dialogis sehingga dapat dihasilkan perubahan yang bersifat mendasar. Sebagai contoh, diskursus perjuangan otsus (otonomi khusus) Bali  yang sedang berkembang, oleh pemerintah nasional sesungguhnya bisa dicerna sebagai sinyal pesan kekecewaaan masyarakat Bali. Pemerintah nasional semestinya tidak bersifat reaktif dalam menanggapinya. Walau masih dalam tarap wacana, tetapi otonomi khusus yang diinginkan oleh banyak pihak di Bali diduga untuk memperjuangkan beberapa kepentingan, terutama (Pratikno, 2005)
: 1) menjaga dan mengembangkan kapasitas institusi sosio-kultural di Bali, terutama dalam kaitannya dengan Desa Pekraman dan institusi adat lainnya; 2) Meningkatkan perolehan pendapatan negara yang berasal dari Bali, khususnya perolehan bagi hasil yang lebih adil dalam kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini sering dikaitkan dengan tuntutan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan pariwisata; 3) Meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam rangka pemerataan kemampuan daerah (PAD) dan pembangunan antar daerah di Bali. Hal ini seringkali dikaitkan dengan manajemen pengelolaan pendapatan pariwisata yang perlu difokuskan di tingkat pemerintah provinsi.

Keenam, pengelolaan kohesi nasional menuntut kecermatan dalam mengaktualisasikan liberalisme. Dalam konsepsi liberalisme ada elemen penting yang tidak bisa ditangkap dalam Bahasa Indonesia: yakni freedom dan liberty. Keduanya memiliki makna yang berbeda namun dalam bahasa Indonesia hanya bisa diterjemahkan sebagai kebebasan. Yang pertama merujuk pada kebebasan untuk memilih, sedangkan yang kedua merujuk pada kebebasan mengaktualisasikan diri. Dari segi pengelolaan kohesi nasional, kedua elemen itu harus didudukkan secara proporsional. Aspek freedom yang berlebihan akan menggiring pada tuntutan self-determination yang akan mempersulit peluang merajut kohesi nasional. Self-determination ibarat dinamit yang siap meledakkan demokrasi dalam lingkup suatu negara. Penekanan pada hal tersebut menimbulkan sejumlah kerancuan dalam teoritisasi institusi untuk menopang liberalisme.

· Masalah Korupsi dalam Birokrasi
Transparancy International meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik dalam dan untuk mengambil potret sesaat persepsi korupsi di negara yang disurvei. CPI adalah indeks gabungan dari 13 poling/survei yang dilakukan oleh 10 lembaga independen.  180 negara masuk dalam pengukuran CPI 2009. Indeks pengukuran memiliki skala antara 0 (sangat korup) sampai dengan 10 (sangat bersih). Sebagian besar negara yang masuk dalam pengukuran ternyata mendapat skor di bawah 5. Score CPI Indonesia adalah sebesar 1.7 pada 1999 dan sedikit meningkat menjadi 2.8 pada 2009. (sumber www.tiri.or.id). 

Rendahnya score CPI Indonesia merupakan petunjuk dari adanya beberapa persoalan mendasar korupsi di sektor publik dalam suatu daerah/ negara. CPI dapat memberikan gambaran awal mengenai situasi korupsi di suatu negara. Namun perangkat analisis CPI tidak dapat memberikan gambaran mengenai penyebab korupsi maupun institusi mana yang perlu diperbaiki dalam suatu negara. Dalam CPI tersebut posisi Indonesia berada diatas 66 negara lain yang disurvei. Memang perkembangan peningkatan ini cukup menggembirakan, akan tetapi meski memberikan petunjuk perkembangan yang positif dari tahun ketahun, Indonesia tetap berada tetap dibawah level “aman” yaitu nilai 6. 
Permasalahan yang sering dikemukakan dalam menyikapi CPI pada umumnya adalah rendahnya sistem integritas disemua level pemangku kepentingan. Rendahnya kesadaran tentang sistem integritas disemua level ini diperparah dengan penegakan hukum yang masih jauh dari harapan, para penegak hukum yang diharapkan menjadi benteng terakhir “pengawasan” dan “penindakan” masih terombang-ambing dalam arus kekuasaan, uang dan komitmen profesionalitas. Masing-masing “bermain” dengan kewenangan serta kepentingan masing-masing. 
Hal ini menyebabkan reformasi birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah tersebut ternyata belum mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama  menekan perilaku birokrasi yang cenderung korup. Dengan kata lain reformasi dari internal birokrasi saja belum efektif dalam memberantas korupsi. 

Sumber penyakit birokrasi tersebut pada dasarnya dapat diidentifikasi dari dua lokus, yaitu internal dan eksternal (Irawati, 2012). Sumber internal berasal dari kelemahan dan kegagalan sistem yang ada di birokrasi itu sendiri. Secara internal, timbulnya perilaku korup dalam birokrasi juga disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal. Sistem pengawasan atasan-bawahan praktis tak mungkin terjadi dalam sistem yang korup secara bersama-sama. Penyakit inilah yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintahan sejak satu dekade yang lalu, meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan. 

Secara eksternal, penyakit korupsi dalam birokrasi bisa disebabkan oleh relasi  antar berbagai sistem yang terkait, misalnya kooptasi dan intervensi politik. Dalam banyak kasus korupsi birokrasi di daerah, tekanan politik menjadi salah satu  sumber penyebab. Hal ini bermula dari proses pengisian jabatan yang sangat  tertutup dan berbasis hubungan afiliasi. Faktor eksternal lain adalah budaya masyarakat yang sangat permisif dan menjadikan suap /gratifikasi dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik sebagai hal yang biasa.  Artinya, terjadi penawaran dan permintaan antara birokrasi dan masyarakat untuk sebuah pelayanan. Kesadaran masyarakat untuk mengawasi perilaku birokrasi juga cenderung apatis,  meskipun secara kasat mata mereka menyadari akan perilaku korupsi birokrat. 

· Mencoba Heteronomi
 dengan Semangat Governance

Berbagai problema desentralisasi dan otonomi daerah tersebut merupakan sinyalemen bahwa dalam menafsirkan otonomi daerah, kita seharusnya tidak terjebak dalam sikap geopolitik yang kaku, yang berpindah dari satu "ekstrem" ke "ekstrem" lainnya: dari "sistem sentralisasi yang kaku", menuju sistem "desentralisasi yang (juga) kaku". Kasus penangkapan nelayan Jawa di Sulawesi Selatan, dan suasana disharmonis yang sempat muncul dalam hubungan antar kabupaten dalam kaitan dengan pembagian ‘jatah’ pajak hotel dan restoran (PHR) di Bali merupakan sebuah contoh sikap geopolitik seperti ini. 

Dalam kondisi seperti itu, tidak berlebihan harapan untuk memaknai otonomi dalam kerangka perubahan kultural yang lebih luas dan holistik, yang didalamnya berbagai keuntungan bisa diperoleh. Konsepsi JF Lyotard (dalam Barker, 2004:150), misalnya, menekankan prinsip "pengaturan", yang disebut "postmodernisme". Prinsip tersebut dibangun berdasarkan "dekonstruksi" terhadap apa yang disebut sebagai Narasi Besar (berbagai asumsi mengenai universalitas, homogenitas dan sentralitas), untuk kemudian berpencar ke arah "narasi-narasi kecil" (berbagai asumsi mengenai heterogenitas, pluralitas dan lokalitas). 
Dalam konteks otonomi daerah, Piliang (2000, dan 2003), menganjurkan agar perspektif untuk melihat otonomi diperluas, dengan melihat otonomi sebagai sebuah jaringan (web), yang di dalamnya dapat dibangun garis-garis hubungan antar budaya (trans-cultural) yang sangat kaya, inilah filsafat trans-politics. Di dalam jaringan kultural tersebut, setidak-tidaknya terdapat tiga relasi kultural yang dapat dibangun, yaitu antardaerah (local-local), antar daerah dan pusat (local-center), antara daerah dan unsur-unsur global (local-global). 

Apabila sikap geopolitik  kaku yang diberlakukan   akibatnya kita terperangkap dalam komponen-komponen politik daerah di dalam budaya "politik titik/ segmentasi" (politics of segmentarity), sementara budaya "politik garis" (politics of lines) tidak pernah dikembangkan. Artinya, selama ini yang menjadi pusat perhatian adalah "kebebasan titik-titik" (kekuasaan-kekuasaan otonom) dalam pengaturan diri sendiri, sementara tidak pernah dipikirkan "garis-garis penghubung" di antara titik-titik tersebut: pusat/ daerah, daerah/ daerah, daerah/ luar negeri. 

Kita hanya mengembangkan sudut pandang "titik", tidak pernah sudut pandang "jaringan" (web). Artinya, otonomi tidak pernah dilihat dalam konteks holistik yang lebih luas, sebagai sebuah peta jaringan kekuasaan-kekuasaan di dalam sebuah medan keanekaragaman budaya politik, yang di antaranya dapat dibangun "garis-garis komunikasi antarbudaya" yang sangat kaya. Konsep inilah yang dimaknai dengan filsafat trans-politics. 

Dari sudut pandang filsafat ini, daerah-daerah tidak hanya mempunyai hak untuk "otonom" (sebagai sebuah "keniscayaan" reformasi) tetapi juga mempunyai keharusan untuk "berinteraksi" (sebagai "keniscayaan" globalisasi). Globalisasi menghadapkan kita pada sebuah tantangan: mampukah kita melihat segmen-segmen kekuasaan yang otonom dan plural tersebut sebagai sebuah jaringan chaos, yaitu sebuah jaringan yang mengandung sifat-sifat pluralitas, relativitas, dan inkompabilitas. Akan tetapi, di balik semuanya itu, ada aturan-aturan (keberaturan) yang dapat dinegosiasikan secara bersama. 

Oleh sebab itu, proses geopolitik harus berjalan secara bersama-sama dengan proses mental. Secara mental, yang perlu dikembangkan bersama geopolitik tidak hanya sikap "otonom" (dalam merencanakan, mengatur, bertindak), tetapi juga sikap "heteronom", yakni: bagaimana kita berinteraksi, berhubungan, berdialog, bernegosiasi, bekerja sama dalam memecahkan berbagai persoalan pengaturan bersama secara kreatif, tanpa menghilangkan kebebasan dan otonomi masing-masing. 

Berbagai teori tentang kreativitas cenderung melihat kreativitas sebagai sesuatu yang tidak jatuh dari langit, sebagai sesuatu yang dapat ditunggu dengan pasif. Sebaliknya, kreativitas adalah sesuatu yang muncul karena adanya "pengondisian", adanya "pemicu" (trigger), adanya strange attractor-sesuatu yang membuat orang tidak mau berada pada titik yang sama pada waktu yang berbeda. 

Oleh sebab itu, dalam upaya menumbuhkan daya kreativitasnya, daerah tidak dapat dibiarkan hidup di dalam sikap monologisnya. Meskipun tidak berhak mengurusi persoalan di dalam daerah, fungsi pemerintah pusat setidak-tidaknya dapat menciptakan sistem pengondisian, trigger, dan medan strange attractor tersebut. Posisi pemerintah pusat (bekerja sama dengan daerah) adalah melihat proses otonomi daerah, dengan kacamata yang disebut heteronomi yang berarti sebuah prinsip pengaturan yang menghargai heterogenitas. Di dalamnya, keanekaragaman cenderung dilihat sebagai sebuah hal yang positif dan produktif dalam upaya pengembangan berbagai bentuk kreativitas (daerah, suku, dan agama). Berbagai unsur budaya yang plural diberikan hak hidup secara adil, di dalam sebuah ruang demokratisasi kultural. 

Konsep heteronomi seperti itu tiada berbeda sebuah prinsip pengaturan di dalam keanekaragaman. Ia adalah semacam "dataran chaos" yang terdiri dari titik-titik dengan berbagai "garis penghubung" (interaksi, komunikasi, negosiasi). Ia adalah sebuah "permainan", yang di dalamnya terdapat regulasi atau kesepakatan bersama. Regulasi tersebut bersifat mengatur, tetapi mengatur sambil menghargai keanekaragaman. Ia adalah regulasi di dalam iregularitas (yang bentuknya harus dibicarakan dengan daerah-daerah). 

Jadi, prinsip ini sangat menghargai heterogenitas. Di dalamnya, keanekaragaman cenderung dilihat seebagai sebuah hal yang positif dan produktif dalam upaya pengembangan berbagai bentuk kreativitas (daerah, suku, agama). Berbagai unsur budaya yang plural harus diberikan hak hidup yang adil, di dalam sebuah ruang demokratisasi kultural. 

Dengan begitu ia adalah sebuah prinsip "heteroglossia", yaitu "pengondisian" tanda dan makna yang berasal dari berbagai budaya yang berbeda-beda untuk hidup dan berkembang di dalam suasana saling kontes, saling lomba, saling bersaing, saling mendorong, saling berpacu secara positif. Oleh karena itu, ia harus dibangun berdasarkan prinsip polisemi, yaitu sebuah prinsip penghargaan keanekaragaman tanda dan makna, sebagai sesuatu yang meningkatkan produktivitas kultural. 

Dengan heteronomi, perubahan dan diferensi mendapat tempat dan penghargaan yang wajar. Bahwa sikap terhadap keberagaman, adalah melihatnya sebagai keberagaman yang selalu menghasilkan perbedaan. Artinya, unsur-unsur budaya yang plural tidak bisa berada dalam keadaan diam (keniscayaan globalisasi). Ia harus selalu bergerak dan berubah; ia harus selalu memperbarui dirinya; ia harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru; ia harus selalu meningkatkan informasi dan wawasannya; ia harus selalu berinteraksi dan berdialog (dengan kebudayaan-kebudayaan lain)
. 

Paradigma yang dianut menekankan pada "transbudaya", yaitu garis yang menghubungkan antarbudaya, antarsuku, antaragama, antararas, antarteritorial di dalam wilayah Indonesia yang sangat plural (yang dikhawatirkan hidup dalam sikap eksklusivitas). Riau, misalnya, dikondisikan untuk dapat "berdialog" dengan Aceh, Bali "berunding" dengan Lombok untuk memecahkan persoalan bersama mereka, dan seterusnya. 

Dalam pelaksanaannya, heteronomi sangat mengutamakan prinsip-prinsip yang bersifat dialogis. Garis dialog ini sangat kaya, karena dialog adalah sebuah keniscayaan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Dalam prinsip heteronomi, dialog dan "kepentingan bersama" adalah "perekat" yang mengikat daerah-daerah otonom tersebut dalam sebuah prinsip "pengaturan bersama". 

Dengan paradigma heteronomi, otonomi daerah dipandang dari sudut postmodernisme, yakni proses dekonstruksi terhadap struktur  pemerintah Orde Baru, yang bersifat otoritarian-sentralistik. Lalu, dilanjutkan dengan proses rekonstruksi "narasi-narasi kecil", berupa daerah-daerah otonom yang plural dan terpinggirkan, yang diharapkan dapat meregulasi dirinya masing-masing.  Tahap ini perlu “pengaturan bersama” agar narasi-narasi kecil tersebut  tak berubah wujud menjadi "fasis-fasis kecil", yang didasari oleh dan dibangun di atas sikap-sikap mementingkan diri sendiri, eksklusivisme, dan intoleran atau primordialisme. Setiap komunitas dibiarkan hidup dengan wacana dan rasionalitas lokal masing-masing yang selama ini sudah "jalan" sebagai bentuk kehidupan yang diakrabi, menjadi sebuah tradisi. Tradisi semacam ini dengan "rasionalitas lokal" masing-masing dapat diketegorikan ke dalam terminologi Kuhn (1962) sebagai "paradigma", yang dalam realitas masih sangat membutuhkan toleransi. 

Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang multi-etnis dan multikultural, strategi budaya heteronomi muskil diterapkan tanpa dilengkapi dengan semangat tata pemerintahan yang baik  dan demokratis___good and democratic governance. Mustapadidjaja AR (1999), Ryaas Rasyid (2000) dan Riswandha Imawan (2000) mensyaratkan beberapa karakteristik  yang seharusnya menjadi acuan dalam mengarahkan kebijakan menuju semangat good and democratic governance .

 Pertama, adanya kepastian hukum, keterbukaan, profesional dan memiliki akuntabilitas. Kedua, menghormati hak-hak asasi manusia. Ketiga, dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Keempat, mampu mengakomodasi kontrol sosial masyarakat. Kelima, partisipasi, otoaktivitas, dan desentralisasi, dan keenam, berkembangnya sistem checks and balances. Keenam, adanya perlindungan nyata terhadap “ruang dan wacana” publik. Ketujuh, mengakui dan menghormati kemajemukan politik. Kedelapan, mendorong partisipasi dan mewujudkan desentralisasi, dan Kesembilan, pemerintah mengambil posisi sebagai fasilitator dan advokator kepentingan publik.

Untuk tingkat daerah, ada tiga pilar good and democratic governance  yang harus ditegakkan (Azhari, 2002: 114) yaitu: Pertama, economic governance , yaitu kebijakan dan lembaga ekonomi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang efisien, merata, adil, produktif dan berkelanjutan. Kedua, political governance, proses dan lembaga perumusan kebijakan secara partisipatif dan demokratis yang mampu menciptakan ketertiban umum, serta persatuan bangsa dan negara. Ketiga, administrative governance, yaitu lembaga kebijakan, mekanisme dan proses implementasi kebijakan yang mampu mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Penyelenggaraan ketiga pilar itu, menurutnya baru terjadi bila ada jaringan kerjasama dan kemitraan yang saling mendukung antara tiga lembaga/ aktor good and democratic governance   dengan peran-peran sebagai berikut:

1. Negara atau pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum, ketertiban dan keamanan nasional, kebijakan publik melakukan regulasi dan pengaturan struktur insentif dan investasi serta pemungutan dan pendistribusian penerimaan pajak. 

2. Masyarakat sipil  yang menjalankan fungsi-fungsi representasi kolektif dari rakyat, kemudian penyaluran layanan publik serta layanan tanggung jawab terhadap masyarakat lainnya.

3. Sektor usaha, yang tugasnya adalah memproduksi barang, dan jasa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kekayaan.

D. Mencoba Heteronomi dengan Prinsip Multikulturalisme
Strategi heteronomi  sejalan dengan prinsip multikulturalisme dalam pengertiannya yang paling ideal, yakni menyiratkan kehendak untuk membawa semua ekspresi kebudayaan ke dalam struktur yang seimbang dimana praktek penghormatan terhadap keberbedaan ditujukan untuk mengatasi masalah ‘eksklusivitas’ yang dapat memicu konflik etnis, rasial maupun religius (Setyaningrum dalam Hiarejh, 2004:303). 

Filsafat kontemporer multikulturalisme sebagaimana dijabarkan oleh Fay (2002), tidak sekadar mengajarkan,  “mengenal, menghargai dan menyambut perbedaan”, yang dianggap slogan yang terlalu statis, tetapi menjadikan “terlibat, mempertanyakan dan mempelajari” agar lebih mampu menangkap sifat dinamis dan sinergis interaksi multikultural yang murni.

 Apa yang seringkali menjadi basis epistemologis konsep multikulralisme ini pada prakteknya memiliki dua bentuk yang berbeda. Kedua bentuk praktek multikulturalisme tersebut didapati dalam wujud suatu kebijakan politik dan sekaligus merupakan praktek sosial dari realitas kebudayaan sehari-hari sebuah masyarakat yang majemuk.

Multikularisme yang seringkali diidealkan dalam kebijakan politik seringkali justru berlawanan dalam dengan realitas sosial yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kini, multikulturalisme sebagai realitas sosial masih menjadi perdebatan yang menarik. Ini tidak lain berkenaan dengan bagaimana suatu proses menyalurkan aspirasi masyarakat daerah yang majemuk berkenaan bukan hanya dengan konstruksi identitas nasional melainkan juga berkenaan dengan distribusi kekuasaan dan implementasinya bagi kesetaraan akses publik kelompok-kelompok yang majemuk tersebut.

Prinsip multikulturalisme sebagai acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural juga merupakan ideologi pengakuan dan pengagungan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun kebudayaan (Suparlan, 2002). Multikulturalisme menganggap etnosentrisme dan primordialisme bukan paham dan sikap yang relevan. Yang relevan ialah kewajiban untuk menghormati hak-hak atas keanekaan budaya atau hak-hak untuk berbeda secara budaya. Multikulturalisme dengan demikian memproklamasikan emansipasi budaya-budaya kecil yang masing-masing juga memiliki "hak hidup" yang wajib dihormati.

Keanekaan budaya yang masing-masing duduk sama rendah berdiri sama tinggi ini merupakan konsientisasi yang disodorkan oleh multikulturalisme. Pada tingkat praktis, multikulturalisme menunjuk kemungkinan "penyesuaian budaya" atau "dialog budaya" dalam pengalaman individual maupun kelompok. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme memiliki dimensi politik dan kebudayaan. Di dalamnya, penghargaan atas keberagaman budaya menjadi mainstream sosial. Dalam pengertiannya secara politis, multikulturalisme merupakan kebijakan terhadap perlindungan keberagaman latar belakang identitas kolektif (etnis, agama, ataupun ras) di dalam suatu negara bangsa.

Sebagai sebuah negara bangsa yang multi-etnis dan multikultural, Indonesia sudah sejak awal mengandung masalah legitimasi kultural. Hal ini terjadi karena negara Indonesia lahir secara tiba-tiba melalui revolusi politik nasional. Akibatnya, kehadiran negara di Indonesia merupakan sebuah hasil kolektif hampir seluruh daerah dan kelompok etnis yang ada. Keadaan ini secara keseluruhan telah menciptakan status yang sama di antara daerah-daerah yang terlibat di dalam revolusi sehingga hubungan daerah-daerah tersebut pada dasarnya berbentuk kolegial daripada superior-subordinat.

Seiring dengan implementasi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, hubungan kolegial dan kebersamaan dalam prinsip multikulturalisme itu hendaknya tetap dikedepankan dengan melihat otonomi daerah sebagai “persoalan bersama”, yang di dalamnya daerah tidak saja memikirkan kepentingan dan masa depannya sendiri (prinsip otonomi), tetapi juga "nasib" daerah tetangganya, atau sebaliknya (prinsip toleransi).  Dengan prinsip heteronomi seperti itu, daerah tidak hanya memanfaatkan peluang "kebebasan bertindak" yang diperoleh, tetapi juga dapat mengembangkan sikap dialogis, sikap negosiatif, sikap saling persuasif, sikap komunikatif, dan sikap saling pengertian yang mutual. Dengan paradigma heteronomi yang berlandaskan pada multikulturalisme  berarti terkandung semangat penghargaan terhadap heterogenitas, dialog kultural, trans-kultural, inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan keterbukaan yang kritis. 

· Mewujudkan Integritas dalam Berdemokrasi
 

Nilai-nilai demokrasi memiliki arti penting bagi demokratisasi dan desentralisasi pada aras lokal yang sedang dikembangkan hingga kini, yakni perubahan  dari sistem otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik (Dwipayana et.al, 2003: v) atau dari sistem “leviathan” ke arah sistem “liliput”
 (Piliang, 2005:352). 

Nilai-nilai integritas dalam kehidupan demokrasi akan memengaruhi bagaimana masyarakat Bali menjabarkan konsep  demokrasi sebagai basis kekuatan dan kemandirian dalam transisi demokrasi sekarang ini.  Sementara, penerapan  nilai-nilai dan parameter demokrasi juga memengaruhi bagaimana bentuk dan sifat relasi antara masyarakat Bali dengan pemerintah sebagai bagian institusi negara. Sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, sistem pemilihan secara langsung sudah lama diterapkan dalam pergantian jabatan prajuru di desa-desa dataran di Bali. Mereka biasanya dipilih dari, oleh dan untuk desa pakraman melalui paruman/ sangkepan krama yang secara khusus diadakan untuk itu. Pemilihan prajuru bisanya berjalan secara demokratis sesuai aturan yang tertuang dalam awig-awig desa. Di desa Bali Aga (pegunungan) kepercayaan terhadap senioritas dan orang yang lebih berpengalaman dalam memangku jabatan prajuru desa sangat besar. Budaya demokrasi ini menjadikan krama desa di Bali tidak canggung dalam sistem pemilihan umum langsung nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan umum langsung untuk memilih gubernur dan bupati. Kepercayaan pada senioritas memberikan kecenderungan pilihan krama desa pada pemimpin kharismatis daripada yang profesional. 
Kedua, perhatian dan keterlibatan krama desa dalam ikut mengawasi penggunaan keuangan desa, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga desa pakraman dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa sudah mulai terlihat. Ada hubungan simetris antara kesederhanaan prasyaratan untuk menjadi prajuru desa dengan kualitas dan kemampuan manajerialnya dalam mengelola sumber-sumber dana desa pakraman.  Pada sistem pergiliran di desa pegunungan, sejumlah anggota yang paling senior—dihitung berdasarkan usia perkawinannya—langsung menduduki jabatan prajuru desa secara kolektif, sedangkan di desa dataran yang menggunakan sistem pemilihan kriterianya antara lain: kemampuan baca tulis latin, pengetahuan tentang agama dan adat istiadat setempat, mempunyai kewibawaan, kharisma, dan sebagainya sebagai primus interpares (Pitana, 1994:152). Kesederhanaan persyaratan prajuru dan sistem seleksi yang dilakukan menyebabkan kesulitan dalam mengelola pemerintahan dan manajemen keuangan desa pakraman yang semakin kompleks. Apalagi setelah era reformasi sumber-sumber dana kegiatan desa pakraman jauh lebih luas daripada desa dinas, dibandingkan dengan era sebelumnya.
Ketiga, demokrasi di desa pakraman umumnya sangat bervariasi. Dengan berkembangnya konsep desa-kala patra yang bermakna bahwa variasi yang ada memang diakui dan dihargai, sesuai dengan daerah, waktu, dan situasi objektif yang sedang terjadi. Bahkan kemudian ‘hak untuk berbeda’ dari suatu desa pakraman juga dibenarkan dalam tatanan masyarakat Bali, sehingga muncul ungkapan pembenaran yang dikenal dengan istilah desa mawacara yang maksudnya hak desa pakraman untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan tradisi yang berkembang setempat
. Dalam kondisi  seperti itu, relasi masyarakat desa pakraman dengan institusi pemerintahan desa—di Bali disebut desa dinas--sebagai perpanjangan ‘tangan’ negara akan selaras apabila didukung oleh asas desentralisasi (pemencaran kewenangan) daripada sentralisasi (kewenangan terpusat) dalam sistem hubungan Pusat dan Daerah. Penerapan sistem sentralisasi dengan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada masa Orde Baru ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal tersebut antara lain disebabkan karena UU itu hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya yang menghendaki penyeragaman bentuk dan susunan organisasi pemerintahan desa, padahal pasal 18 UUD 1945 mengakui keanekaragaman adat yang mempunyai hak untuk mengatur dirinya. Dengan kata lain, UU itu telah gagal membina budaya demokrasi masyarakat desa pakraman, karena kuatnya intervensi negara lewat pengaturan yang serba seragam pada struktur, sistem pemerintahan dan demokrasi di desa. 
Keempat, nilai-nilai integritas dalam kehidupan demokrasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bali telah mewariskan segi-segi berpikir positif yang patut ditumbuhkembangkan dalam penguatan kehidupan demokrasi di Bali, maupun Indonesia nantinya. Beberapa diantaranya:  tatas, tetes (kehati-hatian dalam bertindak); tat twam asi (toleransi tanpa menonjolkan perbedaan); paras paros (saling memberi dan menerima pendapat orang lain); salunglung sabayantaka (bersatu teguh bercerai runtuh); merakpak danyuh atau perbedaan pendapat tidak menghilangkan persahabatan. (Suastika, 2005:16-18). Di samping itu juga ada Ajaran Tattvamasi dan Vasudhaiva Kutumbakam juga mengandung nilai yang memandang setiap makhluk hakekatnya sama, sehingga semestinya ada kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak setiap orang. Konsepsi Desa, Kala, dan Patra memberikan batasan ruang, waktu manusia yang berintikan penyesuaian atau keselarasan serta dapat menerima perbedaan dan persatuan sesuai dengan motto Bhineka Tunggal Ika. Konsepsi ini memberikan landasan yang luwes dalam komunikasi ke dalam maupun ke luar, sepanjang tidak menyimpang dari esensinya. Konsepsi Karmaphala mengandung nilai sebab akibat karena perbuatan yang baik akan selalu menghasilkan pahala yang baik dan demikian sebaliknya. Konsepsi ini merupakan  landasan bagi pengendalian diri dan dasar penting bagi pembinaan moral dalam berbagai segi kehidupan. Sementara, konsepsi Salunglung Sabhayantaka, Paras Parosarpanaya, atau Beriuksaguluk mengandung nilai solidaritas yang tinggi dalam suka dan duka, baik dan buruk ditanggung bersama. Bersama-sama dalam kegiatan baik suka maupun kedukaan (Titib, 2012). Nilai-nilai demokrasi itu merupakan warisan yang telah teruji dalam sejarah dan mempunyai kemampuan yang memadai untuk memecahkan masalah kehidupan masyarakat  di Bali. Di samping itu, upaya pengembangannya juga mengandung aspek pelestarian nilai-nilai kearifan lokal (local genius) yang sangat penting bagi perjuangan untuk mewujudkan sistem demokrasi Indonesia modern dengan  tetap berpijak pada keunggulan kebudayaan daerah. 

Kelima, ada beberapa prinsip integritas, etika dan moral  yang dijadikan acuan dalam kehidupan berdemokrasi di Bali. Masyarakat Bali jarang mengidentikkan aktivitas berpolitik dan berdemokrasi sebagai wilayah pragmatisme dan oportunisme yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau golongan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Apalagi, dengan menerapkan konsep Machiavellian yang menghalalkan  segala cara dalam mencapai tujuan, sesuatu yang kerap dipraktikkan oleh kalangan politisi pragmatis daerah maupun nasional. Namun, dengan melepaskan kepentingan pribadi, melepaskan secara total pikiran kepemilikan “punyaku” dan “punyamu”,  pemimpin sejati akan bisa mempersembahkan segala kemampuannya bagi kesejahteraan bersama dan mengangkat reputasi negaranya (Jendra dan Maswinara,  2001). Dengan begitu kehidupan berdemokrasi dan politik tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabu lagi tetapi justeru sebagai satu cara untuk memperjuangkan kesejahteraan hidup masyarakat (jagaditha).

Keenam, ada lima pilar utama integritas bagi  pemimpin dalam melakukan pelayanan (seva) terhadap masyarakat
, yaitu: 1) Sathya, memegang teguh kebenaran dan berusaha terus-menerus memperjuangkannya, betapa pun pahitnya. Dalam mengungkapkan kebenaran hendaknya bisa menimbulkan kebaikan bersama, dan tidak mencelakakan serta mengorbankan pihak lain. Kebenaran yang dipraktekkan dengan cara itu akan dapat mengatasi sekat-sekat perbedaan suku, etnis, ideologi bahkan keyakinan agama. 2) Dharma, menerapkan kebajikan tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri atau golongan, serta menggunakan tubuh dan pikiran untuk kebaikan orang banyak. Sariram Aadyam Khalu Dharma Saadhanam. Tubuh dan pikiran terutama ditujukan untuk pencapaian jalan kebajikan. Tubuh dan pikiran harus melakukan bermacam-macam fungsi demi kebaikan masyarakat,  bangsa dan negara. 3) Shanti, menumbuhkan kedamaian setiap saat yang terpancar dari kesadaran akan realitas di dalam diri. Keadaan ini merupakan manifestasi dari Sat, keberadaan murni dari jiwa, karena kedamaian sendiri melampaui pemahaman. Visi sakral berkombinasi dengan kebebasan jiwa menghasilkan kedamaian yang dalam kenyataannya merupakan “madhura-ananda” atau kebahagiaan bagi seluruh rakyat. 4) Prema, memupuk cinta kasih murni tanpa ego. Bisa mengatasi kepicikan di dalam diri dan mengidentifikasikan diri dengan golongan lain dalam satu kesatuan. Pemimpin yang memiliki cinta kasih bagi yang lain, dengan berpegang pada kebenaran, dan membaktikan dirinya untuk kebaikan orang lain, dialah pelayan rakyat yang sebenar-benarnya, dan 5) Ahimsa, pantang menggunakan cara-cara kekerasan. Penyelesaian masalah dengan kekerasan justru akan mengundang kekerasan baru. Kekerasan bukannya menyadarkan pihak yang dianggap berbeda pandangan, tetapi justru menyuburkan kebencian dan rasa dendam. Sebaliknya, dengan paham pantang kekerasan, pemimpin dapat mengembangkan cinta kasih dan kemampuannya sehingga dapat mengaktualisasikan diri sebagai makhluk sosial yang menghargai heterogenitas,  inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan kebersamaan dengan mengedepankan penerimaan tanpa diskriminasi, serta menghindari persaingan yang  memicu konfik politik. Hymne terakhir kitab Rg Veda telah mengisyaratkan pentingnya rasa kebersamaan itu. Sam gacchadhvam, sam vadadhvam, sam vo manamsi janatam. Berkumpullah, berdiskusilah bersama, buatlah pikiran kita bersatu padu.

Ketujuh, nilai-nilai  inetgritas dalam kehidupan demokrasi yang ada dapat dijadikan acuan bagi upaya  untuk menciptakan kesetaraan dan keselarasan antar sesama krama (warga Bali) maupun krama tamiu (penduduk pendatang). Hal ini merupakan prasyarat penting bagi pencegahan kemungkinan timbulnya konflik horizontal di Bali, maupun dalam membina kehidupan masyarakat yang majemuk. Apalagi dalam kondisi masyarakat Bali yang pemilahan, fragmentasi serta polarisasi sosialnya relatif tinggi sangat mungkin terjadi konflik karena ketidaksetaraan dipersepsikan sebagai ketidakadilan. 

Kedelapan,  penerapan integritas dalam kehidupan demokrasi di Bali masih menghadapi sejumlah persoalan. Instrumen demokrasi yang digunakan justru bisa menimbulkan persoalan demokratisasi baru yang mengarah pada penguatan kembali institusi dan aktor politik masa lalu yang tidak demokratis (feodalisme atau oligarkis). Penerapan indigenisme juga bisa memancing rasisme yang anti pluralisme maupun multikulturalisme (Dwipayana, 2003: 355). Pluralisme menjadi landasan  ideal kehidupan masyarakat untuk membawa semua ekspresi kebudayaan, termasuk budaya demokrasi masyarakat ke dalam struktur yang seimbang dimana praktik penghormatan terhadap keberbedaan ditujukan untuk mengatasi masalah ‘eksklusivitas’ yang dapat memicu konflik etnis, rasial maupun religius (Setyaningrum, 2004: 303). Dengan berpegang pada pluralisme, nilai-nilai  demokrasi dalam kebudayaan Bali  tidak sekadar mengajarkan,  “mengenal, menghargai dan menyambut perbedaan”, yang sering dianggap sebagai slogan klise yang statis. Tetapi, yang terpenting semua komponen masyarakat dengan keberagaman  yang ada menjadi ikut  “terlibat, mempertanyakan dan mempelajari” satu sama lain, sehingga mampu menangkap sifat dinamis dan sinergis dalam interaksi masyarakat yang heterogen (Fay, 2002). Kondisi ini mendekati konsepsi ideal masyarakat heteronomi (otonomi dialogis) menurut Piliang (2005), serta konsep tirtha dari Kautilya (2003). Keduanya memberikan hak hidup secara adil berbagai unsur budaya yang plural, di dalam sebuah ruang demokratisasi kultural dengan berdasarkan prinsip-prinsip semangat penghargaan terhadap nilai heterogenitas-inklusif, dekonstruksi yang rekonstruktif, prinsip dialogis, prinsip lintas budaya, pluralisme-dinamis, inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan keterbukaan yang kritis.

( PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan otonomi daerah selalu berkaitan dan atau didahului oleh implementasi desentralisasi. Kebijakan desentralisasi sering dianggap sebagai alternatif untuk mencegah sentralisme birokrasi dan dalam keadaan yang bersamaan bisa mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta menumbuhkan demokrasi di/ dari bawah. Ia merupakan jawaban terhadap persoalan kedaerahan Indonesia, di samping bagi demokrasi, keadilan, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan juga bagi pelayanan publik.

2. Dalam implementasinya desentralisasi dan otonomi daerah masih menyisakan kompleksitas persoalan yang luar biasa dalam spektrum yang sangat luas dalam kerangka hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Beberapa yang utama adalah soal hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, persoalan ‘desentralisasi semu’ akibat logika kepartaian yang masih sangat sentralistis, penataan politik lokal, penguatan ‘daerahisme’, hubungan antar daerah, hubungan eksekutif dan legislatif daerah, hubungan negara dengan masyarakat pada tingkat lokal, penataan institusi dan mekanisme lokal.

3. Dalam kerangka ini merupakan tantangan bagi pemerintah nasional dan negara untuk mengembangkan akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas agar demokratisasi bisa efektif, antara lain dengan: Pertama, seberapa jauh demokrasi nasional dan demokrasi lokal berhasil dikembangkan dan seberapa besar demokrasi lokal bisa diintegrasikan dalam prosedur demokrasi nasional. Responsivitas yang dikembangkan tidak hanya pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga birokrasi pemerintah. Kedua, sejauh mana demokrasi nasional yang dibangun berdasarkan demokrasi lokal tersebut dapat menciptakan eksistensi masyarakat lokal secara politik, ekonomi dan kultur dalam masyarakat politik nasional. Ketiga,  sejauh mana manajemen pemerintahan melakukan distribusi sumberdaya ekonomi, politik dan ekonomi lintas lokalitas sehingga tetap relevan mendukung negara bangsa (nation state), kohesi dan integrasi nasional. Keempat, sejauh mana penataan kembali hubungan pusat dan daerah yang lebih harmonis yang didasarkan pada kemitraan dan saling ketergantungan. Kelima, pelembagaan dimensi perwakilan tidak boleh menutup mata terhadap dimensi diskursifnya. Bergulirnya dikursus dominan/ besar membimbing proses pelembagaan tertentu. Untuk memfasilitasi demokrasi dalam tataran diskursif maka komunikasi politik yang bernuansa indoktrinasi harus dikonversi menjadi komunikasi dialogis sehingga dapat dihasilkan perubahan yang bersifat mendasar. Keenam, pengelolaan kohesi nasional menuntut kecermatan dalam mengaktualisasikan liberalisme (freedom dan liberty) secara arif, profesional dan proporsional. 

4. Sekalipun pemberian otonomi kepada daerah merupakan jalan terbaik untuk memecahkan masalah persoalan ketegangan hubungan pusat dan daerah, pemberian kekuasaan ekonomi dan politik kepada daerah harus diparalelkan dengan pengembangan demokrasi di tingkat lokal.

5. Agar perluasan otonomi daerah dapat tetap terajut dalam kohesi dan integrasi nasional dalam kondisi masyarakat yang multikultural di satu pihak, dan keinginan mewujudkan kepemerintahan demokratis (democratic governance) di pihak lain, bisa dicoba implementasi heteronomi dengan semangat governance dan multikulturalisme. Otonomi daerah dipandang sebagai heteronomi yakni “persoalan bersama”, yang di dalamnya daerah tidak saja memikirkan kepentingan dan masa depannya sendiri (prinsip otonomi), tetapi juga "nasib" daerah tetangganya, atau sebaliknya (prinsip toleransi). Heteronomi dengan semangat governance dan multikulturalisme memberikan penghargaan tinggi terhadap heterogenitas, dialog kultural, trans-kultural,  inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan keterbukaan yang kritis. 

6. Dalam menciptakan lingkungan berintegritas dalam tata pemerintahan, pegawai perlu menerapkan  nilai-nilai integritas. Namun, nilai-nilai integritas itu saja tidak cukup untuk menghasilkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis tanpa disertai dengan situasi dan kondisi serta institusi politik yang mendukung. 

B. Saran-saran

1. Substansi yang diatur dalam produk kebijakan publik (UU, Peraturan Pemerintah) tentang Pemerintahan Daerah sebaiknya tidak hanya soal distribusi kewenangan semata, melainkan juga persoalan ruang partisipasi dan demokrasi di tingkat lokal, bagaimana desentralisasi menjamin “suara” dan akses daerah di tingkat pusat, serta sejauhmana otonomi yang lebih baik dilihat sebagai heteronomi daerah memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

2. Berbagai pihak perlu menyadari bahwa otonomi daerah, otonomi khusus bahkan federasi sekalipun, tidak menyediakan jawaban yang tuntas bagi persoalan integrasi bangsa dan keindonesiaan. Yang bisa diharapkan adalah bahwa otonomi daerah dengan segala kekuatan dan kelemahannya, bisa menciptakan ruang bagi pertanyaan-pertanyaan daerah untuk didialogkan.  

3. Penggunaan perspektif kajian budaya (cultural studies) dalam melihat persoalan otonomi daerah akan bisa lebih memaknai otonomi dalam kerangka perubahan kultural yang lebih luas dan holistik, yang didalamnya berbagai manfaat bisa diperoleh. Perspektif tersebut sejatinya dibangun berdasarkan "dekonstruksi" terhadap apa yang disebut sebagai Narasi Besar (berbagai asumsi mengenai universalitas, homogenitas dan sentralitas), untuk kemudian berpencar ke arah "narasi-narasi kecil" (berbagai asumsi mengenai heterogenitas, pluralitas dan lokalitas). Pada tingkat lanjut kajian budaya otonomi daerah bisa lebih  meningkatnya kesadaran kelompok sublatern, yaitu kelompok-kelompok masyarakat lokal yang daya artikulasinya termarjinalkan baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya akan posisinya sebagai subjek yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, menegosiasikan, dan sekaligus mengartikulasikan kepentingan daerahnya dalam menghadapi hegemoni kekuasaan pemerintah nasional.  

4. Nilai-nilai integritas perlu terus dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan itu mengandung maksud pelestarian nilai-nilai kearifan lokal (local genius) yang sekaligus memberikan kontribusi bagi ‘pribumisasi’ sistem demokrasi Indonesia  sehingga  tetap berpijak pada nilai-nilai utama demokrasi dalam kebudayaan daerah.
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� Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan dan Kepala LPM Universitas Warmadewa.


� Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi: pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik (demokrasi prosedural). Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, misalnya melalui ungkapan “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” . Sedangkan makna demokrasi secara empirik, adalah demokrasi yang terwujud dalam kehidupan politik praktis. Lihat Gaffar, Afan, 2004. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3-10.


� Perubahan sosial adalah proses, meliputi bentuk keseluruhan dari aspek kehidupan masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia, pada umumnya merupakan proses yang terkendali, oleh pola perencanaan makro yang disebut ‘pembangunan’. Perencanaan yang yang memusat dan tolok ukur yang sentralistis membuat model pembangunan menjadi bias pada kekuatan negara (state). Lihat Salim, 2002, Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia, Tiara Wacana, Yogyakarta.


� Peluang untuk memperkuat kepemerintahan demokratis di tingkat daerah agaknya akan kembali diuji seiring pemberlakuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 tahun 1999. Walau dalam UU ini, pemilihan kepala daerah, seperti halnya pemilihan presiden, dapat dilakukan secara langsung__ setidaknya, mulai bulan Juni 2005 rakyat telah dapat memilih secara langsung gubernur dan bupati/ walikota bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis hingga kurun waktu itu,__ tapi tidak bisa dimungkiri nuansa sentralisasi kembali muncul dalam beberapa pasal UU ini. Lihat, Dwipayana,  2004, “Analisis Konteks dan Substansi UU Nomor 32 tahun 2004”, Wiratmaja, 2004, “Mengkritisi UU No. 32 tahun 2004”, dan Zamroni, 2004, “Belantara Tafsir UU Baru Tentang Pemerintahan Daerah: Isu Desentralisasi, Masyarakat Sipil dan Desa”, Paper Diskusi Sehari Kerjasama Uluangkep dan IRE Yogyakarta, Denpasar, 4 Desember 








� Multikultural berarti membiarkan setiap komunitas hidup dengan wacana lokal dan dengan rasionalitas lokal masing-masing yang selama ini sudah "jalan" sebagai bentuk kehidupan yang diakrabi, menjadi custom atau tradisi. Malahan kerja ilmiah sebenarnya juga "tradisi" semacam itu dengan "rasionalitas lokal" masing-masing yang oleh Kuhn disebut sebagai "paradigma". Juga di antara paradigma ilmiah sebenarnya perlu ada toleransi yang oleh Feyerabend dikalimatkan menjadi anything goes (Lakatos and Musgrave, 1970: 197-230). Multikulturalisme menganggap bahwa etnosentrisme, xenosentrisme maupun xenofobia bukan tutur kata dan sikap yang relevan. Yang relevan ialah kewajiban untuk menghormati hak-hak atas keanekaan budaya atau hak-hak untuk berbeda secara budaya. Multikulturalisme dengan demikian memproklamasikan emansipasi budaya-budaya kecil yang masing-masing juga memiliki "hak hidup" yang wajib dihormati. Lihat Nugroho, A., Alois, “Benturan Peradaban, Multikulturalisme dan Fungsi Rasio”, dalam Bentara Budaya  Kompas, Jumat, 4 April 2003.


� Kajian budaya (cultural studies) merupakan sebuah kajian multidisipliner yang mendasarkan dirinya pada sebuah gagasan tentang budaya yang sangat luas dan mencakup segala hal yang digunakan untuk menggambarkan dan mempelajari aneka prakteknya. Ia bertujuan untuk memahami dan mengubah struktur dominasi yang terkait dengan persoalan-persoalan kekuasaan dan politik, dengan kebutuhan akan perubahan dan dengan representasi atas dan ‘bagi’ kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan. Dalam kondisi seperti itu akan terasa adanya kekaburan mengenai batas-batas antara bidang-bidang pendukung ilmu (kajian budaya) dan terjadinya interdependensi dan inter-relasi satu bidang dengan bidang lainnya


� Analisis dalam manajemen konflik biasanya menyatakan bahwa dalam sistem sosial yang tingkat pemilahannya tidak lagi bersifat membaur (crosscutting) akan tetapi bahkan bersifat kumulatif, maka toleransi dan demokrasi akan sulit untuk dipelihara, sebab biasanya konflik yang ditimbulkannya tidak lagi bersifat memusat (centripetal) akan tetapi bersifat memencar (centrifugal). Dalam situasi konflik yang sifatnya memencar atau “meledak” ke arah menjauhi pusat ini, maka konflik akan menjadi sangat sulit diselesaikan.





� Pemberlakuan otonomi khusus di Bali diyakini merupakan solusi paling tepat untuk membangun kembali Bali pasca tragedi Bom I dan II. Detail substansi otonomi  khusus yang diminta oleh masyarakat Bali ini masih diperdebatkan, namun bisa dirumuskan secara hipotesis mencakup: 1) otonomi yang lebih luas dalam pengaturan institusi adat, terutama dalam kaitan dengan posisinya sebagai self governing community dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan lainnya; 2) otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan pariwisata; 3) penerimaan bagi hasil yang lebih besar dari pendapatan nasional yang diperoleh dari wilayah Bali; 4) penguatan posisi pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan kemampuan antar daerah. Perkembangan wacana otsus Bali bisa dilihat dalam Harian Bali Post, 29-September 2005; 21-25 Oktober 2005; Harian Nusa Bali, 17, 18 dan 19-Oktober 2005. 


� Konsep dan strategi heteronomi dielaborasi dari Piliang, 2000, “Heteronomi” dalam Kompas, Rabu 5 April; dan Piliang, 2003, “Konsep Heteronomi Sebagai Strategi Kultural Otonomi Daerah”, dalam Jurnal Ilmu-ilmu Budaya Poestaka, No. 6 Tahun XIV Agustus.


� Tentu kita harus mengakui, bahwa ada perbedaan daerah dalam kemajuan tentang adat, pranata sosial, budaya dan sebagainya. Walau dasarnya sama, tetaoi kita tak pernah mengatakan bahwa kita akan sanggup mendirikan kebudayaan yang baru belaka, yang tidak berhubungan dengan waktu sislan. Kebudayaan yang baru itu bersendirkan kebudayaan lama. Sanusi Pane dalam Krishna, 2005, Sebuah Refleksi Sejarah: Indonesia Jaya, One Earth Media, Jakarta.


� Lihat Suacana, Praktik Demokrasi di Desa Pakaraman Bali Age dan Apanage, Jurnal Kajian Bali, Volume 01, Nomor 01, April 2011, Pusat Kajian Bali Universitas Udayana Denpasar; Suacana, “Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Desa di Bali” dalam Buku Bali Bangkit Bali Kembali, (Kontributor), Kerjasama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI dan Universitas Udayana, Jakarta, Desember 2006. Suacana, 2006. “Belajar Budaya Demokrasi dari Masyarakat Desa”, http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/6/5/o2.htm.


� Leviathan adalah sebuah metafora yang digunakan oleh Thomas Hobbes untuk menjelaskan sistem negara modern yang dibangun oleh sebuah sistem kekuasaan yang tidak bisa dibagi, berada di satu tangan monster Leviathan dan terkonsentrasi di sebuah pusat kekuasaan. Liliput adalah sistem kekuasaan yang terpecah-pecah, dibagi-bagi, dan tidak lagi terpusat pada sebuah otoritas yang tidak bisa dihalang-halangi. Kondisi ini disebut pembagian kekuasaan oleh Rousseau, penyebaran kekuasaan yang sangat tersegmentasi oleh Foucault, atau narasi-narasi kecil oleh Lyotard. Lihat Piliang, 2005:352


� Namun demikian, bukan berarti masing-masing desa pakraman mempunyai kemerdekaan yang mutlak, sebab meskipun ada ungkapan ‘desa mawacara’, tetapi ada juga ungkapan ‘negara mawatata’ (negaralah yang berhak mengatur). Di samping itu, dalam pelaksanaan kehidupan desa pakraman di Bali dikenal adanya catur dresta, yaitu empat aturan hukum yang harus diperhatikan, yaitu 1) purwadresta atau kunadresta, yaitu kebenaran yang berdasarkan tradisi yang telah diwarisi secara turun-temurun; 2) lokadresta, yaitu kebiasaan yang berlaku hanya secara lokal pada suatu daerah; 3) desadresta, yaitu tradisi atau kebiasaan yang unik dan berlaku hanya pada suatu desa tertentu; dan 4) sastradresta, yaitu ajaran-ajaran yang bersumber pada agama Hindu. Dalam hal ini, kebenaran yang berdasarkan sastradresta mempunyai tingkatan yang paling tinggi. Lihat Pitana (1994: 145).


� Lihat, Suacana, Politik Semestinya Berlandaskan Etika dan Moralitas, Suara Warmadewa, Edisi 05, April 2009
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